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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN 

 

I.   UMUM 

            Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan", oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya 

atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh 

pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Pusat telah 

melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan 

kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung 

pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan UMK-M dengan 

tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi 

salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mencapai hal-hal tersebut di 

atas. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan pengaturan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun 

peraturan pelaksanaan sebagai instrumen yang menjalankan undang-

undang a quo, salah satunya Peraturan Pemerintah tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Adapun materi pokok pengaturan 

dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada prinsipnya terkait dengan 

penataan kewenangan, penataan perizinan, dan penataan sanksi. Dalam 

penataan kewenangan, perizinan di bidang Perdagangan yang semula 

merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini dilakukan dengan tujuan: 

                    a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, 

dan efisien; 

                    b. menyeragamkan kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun 

daerah untuk menunjang iklim investasi; 

                    c. pengurusan perizinan secara efisien, efektif, dan terpadu; 

                    d. mampu memutus rantai birokrasi; 

                    e. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait karena telah 

diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan 

                    f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pengambil kebijakan. 

            Penataan perizinan (mengubah kata “izin” menjadi “Perizinan 

Berusaha”) mengubah paradigma pengaturan kegiatan usaha di bidang 

Perdagangan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk based 

approach). Dalam pendekatan berbasis risiko, setiap kegiatan usaha di 

bidang Perdagangan akan dilakukan analisis risiko untuk menentukan 

jenis perizinan dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan 

Perdagangan tersebut. 

            Penataan sanksi dilakukan dengan menata kembali pengenaan sanksi 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Terhadap pelanggaran administratif akan dikenakan sanksi administratif. 

Sanksi pidana sifatnya ultimum remedium, hanya dikenakan kepada Pelaku 

Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan yang 

mempunyai risiko tinggi atau membahayakan keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkungan hidup, sementara untuk kegiatan usaha 

berisiko rendah/sedang dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

            Adapun lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 

                    1. kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 

                    2. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 

                    3. Distribusi Barang; 

                    4. sarana Perdagangan; 

                    5. standardisasi; 

                    6. pengembangan Ekspor; 

                    7. metrologi legal; dan 

                    8. pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang 

yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. 

            Beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain 

penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor      

dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini 

dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan Service Level Agreement 

(janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan 

Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum 

diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha 

secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi. Selain itu, bagi Pelaku 

Usaha yang dikategorikan sebagai Eksportir dan Importir yang bereputasi 

baik dapat diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha pada masing-

masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. 

            Terkait dengan laporan surveyor yang sebelumnya menjadi kewajiban 

sebagian besar komoditas yang akan diekspor atau diimpor, dengan 

Peraturan Pemerintah ini laporan surveyor tersebut hanya akan diwajibkan 

bagi Barang tertentu yang ditetapkan melalui rapat koordinasi di 

kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang perekonomian. 

            Adanya sistem yang terintegrasi diharapkan pula akan mempercepat 

dan mempermudah proses pelayanan dan pengawasan perizinan yang 

sebelumnya dilakukan melalui sistem masing-masing kementerian teknis 

yang tidak saling terintegrasi satu sama lain. 

            Dengan adanya beberapa pengaturan baru dalam Peraturan 

Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka penyelenggaraan 

bidang Perdagangan ini, diharapkan akan memberikan kepastian hukum 

dan kemudahan bagi dunia usaha sehingga dapat meningkatkan investasi. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Pelaksanaan kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan 

Impor oleh Menteri dilakukan setelah mendengarkan masukan 

dari Pelaku Usaha. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Eksportir yang tidak memiliki NIB atau Perizinan Berusaha 

dapat melakukan Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan 

usaha antara lain: 

a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan pertimbangan 

teknis dari instansi terkait; 

b. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk 

keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau 
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untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi teknis 

terkait; 

c. Barang Impor yang ditolak oleh pembeli di dalam negeri 

kemudian diekspor kembali dengan jumlah paling banyak 

sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 

d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang 

dibuktikan dengan pertimbangan teknis dari instansi 

terkait; 

e. Barang pindahan; 

f. Barang pameran yang dibuktikan dengan undangan 

pameran; 

g. Barang pribadi penumpang; 

h. Barang awak sarana pengangkut; 

i. Barang pelintas batas; dan 

j. Barang kiriman. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kegiatan Ekspor tertentu" adalah 

kegiatan Ekspor Barang tertentu dalam rangka pengendalian 

dan diperlukan Perizinan Berusaha dari Menteri. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Selain neraca komoditas, penerbitan persetujuan Ekspor juga 

mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam 

norma, standar, persyaratan, dan kriteria Perizinan Berusaha 

di bidang Perdagangan. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "kegiatan Impor tertentu" adalah 

kegiatan Impor Barang tertentu dalam rangka pengendalian 

dan diperlukan Perizinan Berusaha dari Menteri. 

Ayat (4) 

Importir yang tidak memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka 

Pengenal Importir (API) atau Perizinan Berusaha dapat 

melakukan Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha 

antara lain: 

a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan keterangan 

dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset; 

b. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk 

keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau 

untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang 

dibuktikan dengan sertifikat hibah yang ditandasahkan 

oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan 

surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait; 

c. Barang yang merupakan obat-obatan dan peralatan 

kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang 

dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja (SPK); 

d. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan 

dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang 

paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor 

sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 

e. Barang Ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri 

kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak 

sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); 

f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dari 

pengguna, kecuali Barang produk kehutanan; 

g. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga 

negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga 

dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari 



No. 6641 
-7- 

instansi teknis terkait; 

h. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia; 

i. Barang untuk keperluan badan internasional beserta 

pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 

j. Barang pindahan yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar 

negeri; 

k. Barang untuk keperluan pameran yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan bermeterai dari pengguna; 

l. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, 

atau pelintas batas; 

m. Barang keperluan pameran di luar negeri yang diimpor 

kembali dengan kuantitas paling banyak sama dengan 

saat dikirim yang dibuktikan dengan Pemberitahuan 

Ekspor Barang (PEB); dan 

n. Barang kiriman bernilai paling tinggi Free on Board (FOB) 

USD 1.500 (seribu lima ratus dolar Amerika) melalui 

penyelenggara pos dengan menggunakan pesawat udara. 

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pos” adalah suatu 

badan usaha yang menyelenggarakan pos. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Selain neraca komoditas, penerbitan persetujuan Impor juga 

mempertimbangkan persyaratan lain yang tertuang dalam 

norma, standar, persyaratan, dan kriteria Perizinan Berusaha 

di bidang Perdagangan. 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “data” antara lain informasi dari pelaku 

industri, asosiasi, dan sebagainya. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "sistem tunggal" adalah sistem 

Indonesia National Single Window. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal 

Barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang 

modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber 

dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses 

produksi industri untuk tujuan pengembangan Ekspor, 

peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi 

industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor 

kembali. 

 Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan Barang 

atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka 

pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana 

alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “neraca komoditas” adalah data dan 

informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan 

produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan 

keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang 

ditetapkan dan berlaku secara nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “kemudahan” dapat berbentuk antara 

lain auto permit (penerbitan perizinan secara otomatis) tanpa 

menghilangkan kewenangan pemeriksaan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Tempat penimbunan berikat merupakan kawasan yang 

ditetapkan dengan tujuan khusus dan diberikan kemudahan 

diantaranya pengecualian pemberlakuan ketentuan 

pembatasan di bidang Ekspor dan Impor. 

Ketentuan pembatasan di bidang Impor tetap berlaku atas 

pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat 

lain dalam daerah pabean, kecuali Barang hasil produksi yang 

telah mengalami proses pengolahan di dalam kawasan 

dimaksud dan/atau saat pemasukannya sudah dipenuhi 

ketentuan pembatasannya. 

Ayat (3) 

Kemudahan Impor tujuan Ekspor merupakan salah satu 

kebijakan kemudahan dengan pemberian fasilitas pembebasan 

bea masuk atas Impor dan pemasukan Barang dan bahan 

untuk diolah, dirakit atau dipasang yang Barang hasil 

produksinya untuk tujuan Ekspor. Pengecualian pemberlakuan 

ketentuan pembatasan Ekspor dan Impor diberikan dalam 

rangka untuk mendorong peningkatan Ekspor nasional. 

Ayat (4) 

Berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional yang 

mencakup antara lain keamanan, keselamatan, kesehatan, 

dan/atau lingkungan hidup, Menteri diberikan kewenangan 

untuk dapat menetapkan berlakunya ketentuan pembatasan 

Ekspor dan Impor. 
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Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
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Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “toko dengan sistem pelayanan 

konvensional” adalah toko yang tidak menerapkan 

sistem pelayanan mandiri, seperti misalnya toko 

kelontong dan warung. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 
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Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “Barang” adalah Barang yang tidak berasal 

dari Impor. 

 

Pasal 58 

Yang dimaksud dengan “Barang yang mudah basi atau tidak tahan 

lebih lama dari 7 (tujuh) hari” termasuk namun tidak terbatas pada 

produk-produk makanan seperti roti, tempe, tahu, dan sebagainya. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
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Pasal 63 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "sistem yang terintegrasi" adalah sistem 

pelayanan sektor Perdagangan yang dilakukan secara daring. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 
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Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas. 
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Pasal 86 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi 

fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, 

hotel, rumah sakit, atau perkantoran. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” 

meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi 

publik, apartemen, hotel, rumah sakit, atau perkantoran. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi 

fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, 

hotel, rumah sakit, atau perkantoran. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Huruf a 

Yang dimaksud “produk khusus lainnya” adalah produk-

produk dengan kategori spesifik yang dijual oleh minimarket, 

supermarket, dan hypermarket. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 
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Pasal 90 

Yang dimaksud dengan “bangunan atau kawasan lain” meliputi 

fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, apartemen, hotel, 

rumah sakit, atau perkantoran. 

 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 
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Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 
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Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "memenuhi Perizinan Berusaha dari 

Pemerintah Pusat" adalah memenuhi standar penyelenggaraan 

dan keikutsertaan dalam pameran dagang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas. 
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Pasal 123 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “simbol/logo citra Indonesia” 

adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-

huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi 

dari unsur-unsur yang merepresentasikan kualitas 

Barang dan/atau Jasa Indonesia. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "tema (tagline) citra Indonesia" 

adalah rangkaian kata atau kombinasi antara kata, 

angka, dan/atau gambar yang digunakan untuk 

merepresentasikan citra Indonesia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan "profil citra Indonesia" adalah 

gambaran yang memuat informasi di bidang 

Perdagangan Barang dan/atau Jasa, pariwisata 

dan/atau penanaman modal yang merepresentasikan 

Indonesia secara keseluruhan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "sub tema (sub tagline) masing-masing 

daerah" adalah dengan menampilkan ciri khas dan nilai filosofis 

daerah. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

 

Pasal 127 

Cukup jelas. 
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Pasal 128 

Cukup jelas. 

 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

 

Pasal 139 

Cukup jelas. 
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Pasal 140 

Cukup jelas. 

 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

 

Pasal 145 

Cukup jelas. 

 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

 

 



No. 6641 -24- 

Pasal 152 

Cukup jelas. 

 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

 

Pasal 163 

Cukup jelas. 
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Pasal 164 

Cukup jelas. 

 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

 

Pasal 167 

Cukup jelas. 

 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

 

Pasal 170 

Cukup jelas. 

 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

 

Pasal 174 

Cukup jelas. 

 

Pasal 175 

Cukup jelas. 
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Pasal 176 

Cukup jelas. 

 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

 

 




